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ABSTRAK

Alasan salah sangka dalam perkara pembatalan perkawinan tidak
dijelaskan secara detail dan pasti terkait hal apa saja yang masuk di dalamnya.
Permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka terdapat dalam
putusan No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Dasar pemohonan putusan tersebut adalah
suami mengalami ejakulasi dini yang oleh majelis hakim dimasukkan dalam
kategori salah sangka. Putusan tersebut menarik untuk dikaji mengingat ejakulasi
dini merupakan penyakit fisik yang dapat dikategorikan ke dalam alasan
perceraian. Akan tetapi, majelis hakim mengabulkan perkara tersebut ke dalam
pembatalan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat
dikaji adalah bagaimana penasiran hakim tentang salah sangka sebagai alasan
pembatalan perkawinan pada perkara No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk dan sejauh
mana putusan hakim mampu memberikan manfaat dengan ditinjau berdasarkan
analisis teori maslahah mursalah.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research)
yakni dengan menggunakan putusan No0.306/Pdt./2019/PA.Yk. Selain itu,
penelitian ini menggunakan data yang berupa hasil wawancara hakim. Penelitian
ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam menafsirkan ejakulasi dini
masuk ke dalam alasan salah sangka, hakim tidak mempertimbangkan pembuktian
yang kuat tentang penyakit tersebut. Dasar penafsiran yang digunakan hakim
kurang tepat karena berkaitan dengan ketidakmampuan sama sekali dari suami
melakukan hubungan seksual. Sedangkan, ejakulasi dini merupakan penyakit
yang menjadikan suami mampu melakukan hubungan seksual dalam kurun waktu
yang singkat dan tidak normal seperti hubungan seksual pada umumnya.
Berdasarkan beberapa analisis tersebut, maka putusan hakim belum sejalan
dengan maslahah mursalah.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Ejakulasi Dini, dan Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

The reasons for wrongful suspicion in a marriage annulment case are not
explained in detail and definitely related to what is included in it. The application
for annulment of marriage on the grounds of wrongful suspicion is contained in
decision no. 306/Pdt.G/2019/PA.YKk. The basis for requesting the decision was
that the husband experienced premature ejaculation which the panel of judges put
in the category of wrongful suspicion. This decision is interesting to study
considering that premature ejaculation is a physical disease that can be
categorized as a reason for divorce. However, the panel of judges granted the case
to annul the marriage. Based on this, the problem that can be studied is how the
judge interpreted wrongdoing as a reason for annulment of marriage in case No.
306/Pdt.G/2019/PA.Yk and the extent to which the judge's decision is able to
provide benefits when reviewed based on the analysis of the maslahah mursalah
theory.

The method used is library research, namely by using decision
No0.306/Pdt./2019/PA.Yk. Apart from that, this research uses data in the form of
judges' interviews. This research is qualitative in nature using descriptive-analytic
analysis techniques. This research approach uses a normative legal approach.

The research results found that in interpreting premature ejaculation as a
reason for wrongful suspicion, the judge did not consider strong evidence about
the disease. The basis of interpretation used by the judge was inappropriate
because it was related to the husband's complete inability to have sexual relations.
Meanwhile, premature ejaculation is a disease that makes the husband able to
have sexual relations in a short period of time and is not normal like sexual
relations in general. Based on several of these analyses, the judge's decision is not
in line with the problem of maslahah mursalah.

Keywords: Marriage Annulment, Premature Ejaculation, and Maslahah
Mursalah.
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digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
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. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
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< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)




L Ta’ te (dengan titik di bawah
L Za’ zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ayn koma terbalik di atas
¢ Gayn Fe
- Fa’ Ef
3 Qaf Qi
< Kaf Ka
J Lam El
2 Mim Em
O Nun En
g Waw We
o Ha’ Ha
e Hamzah Apostrof
< Ya Ye

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

PR Ditulis muta’addidah

Ditulis

‘iddah




1. Ta’ marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
FRN Ditulis Hikmah

REPEN Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

SERNERES Ditulis karamah al-auliya

c. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah

ditulis h.
Lhill 3K Ditulis zakah al-fitri
V. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A

Kasrah Ditulis I

Dammah Ditulis U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif alala Ditulis a: jahiliyah
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Fathah + ya’ mati (s Ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati S Ditulis i: karim
Dammah + wawu mati | G358 Ditulis a: furud
VI. Vokal Rangkap
Fathah ya mati R Ditulis ai: “bainakum”
Fathah wawu mati J3 Ditulis au: “qaul”
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
A Ditulis a’antum
Siel Ditulis u’iddat
K5 Gl Ditulis la’in syakartum
VIII. Kata Sandang Alif-Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah
Syl Ditulis al-qur’an
o8 Ditulis al-giyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

APV

Ditulis

as-sama’
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el Ditulis

asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
AL Jal s Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga agar
selalu berada dalam kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan ketenangan.
Namun, kondisi perkawinan bisa saja berjalan tidak sesuai yang diharapkan,
karena terdapat banyak permasalahan ataupun faktor ketidakcocokan atau
karena faktor lain seperti cacat badan, sehingga kemudian perkawinan
tersebut diakhiri.”

Berakhirnya suatu perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan
atau atas keputusan Pengadilan.® Namun, berakhirnya perkawinan ini juga
berbeda-beda bentuknya. Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan
adalah:* Pertama, putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT yaitu
dengan kematian. Kedua, putusnya perkawinan karena kehendak suami
dengan alasan tertentu yang masuk kategori perceraian disebut talag. Ketiga,
putusnya perkawinan karena atas kehendak isteri yang masuk kategori
perceraian dengan disebut khulu’. Keempat, putusnya perkawinan karena

pihak ketiga yang disebut fasakh.

' Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta:

Darussalam, 2004), him. 227.

? Mirsa Yainahu, “Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan KHI),” Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 07 No. 1, (2021), him.
02.

* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fikih Munakahat dan
Undang-Undang, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 112.



Perbedaan bentuk-bentuk tersebut secara garis besar menjelaskan
bahwa putusnya perkawinan dapat dikategorikan menjadi dua, Yyaitu
perceraian dan fasakh (batal). Perceraian adalah putusnya perkawinan yang
mengakibatkan berakhirnya hubungan suami isteri dengan adanya alasan-
alasan, proses, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan di depan
sidang Pengadilan.” Berakhirnya suatu perkawinan juga dapat terjadi karena
fasakh (batal). Mem-fasakh perkawinan yaitu keputusan untuk membatalkan
hubungan suami istri.® Artinya, perkawinan yang sudah terjadi dianggap batal
atau tidak sah.

Pengajuan perceraian dan pembatalan perkawinan, diperlukan alasan-
alasan yang kuat. Adapun alasan-alasan mengajukan perceraian adalah
terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan
pembatalan perkawinan adalah terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan Agama Yogyakarta menangani kasus pembatalan
perkawinan dengan berbagai alasan. Adapun alasan permohonan tersebut
berbeda-beda vyaitu karena terbukti mahram, pemalsuan identitas, dan

poligami tanpa izin istri.” Dalam permohonan pembatalan perkawinan

® Syaifuddin dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 181.

® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 142.



tersebut, terdapat salah satu permohonan yang menarik karena dasar
permohonannya termasuk ke dalam cacat fisik yang dapat dikategorikan ke
dalam alasan perceraian. Selain itu, alasan ejakulasi dini suami sebagai alasan
pembatalan perkawinan hanya terdapat dalam satu kasus yakni dalam Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta No.306/Pdt.G/2019/PA.Yk.? Hakim
mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena penyakit ejakulasi
dini suami yang termasuk dalam kategori salah sangka. Hakim
mengkategorikan ejakulasi dini ke dalam alasan salah sangka, karena
ketidaktahuan istri bahwa suaminya mengalami ejakulasi dini.

Peraturan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah Pasal 72
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu alasan pembatalan
perkawinan adalah salah sangka atau penipuan. Namun, di dalam aturan
tersebut tidak dijelaskan secara rinci, terkait apa saja yang masuk ke dalam
unsur salah sangka. Begitu juga dengan alasan perceraian, sebagaimana
dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai

cacat badan atau cacat fisik yang dapat dijadikan alasan perceraian.®

"Wawancara dengan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara
306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Atas nama Bahran di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 20 Maret 2024
pukul 08.00 WIB.

8 1bid.

% Mirsa Yainahu, “Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan KHI), him. 17.



Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diberikan
ketentuan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan selama
tidak melebihi 6 bulan sejak salah sangka itu diketahui, namun dalam aturan
perceraian juga tidak secara jelas menyatakan boleh diajukan perceraian
apabila melebihi 6 bulan. Dengan demikian, menurut penulis kedua aturan
tersebut terjadi ketidaklengkapan hukum. Oleh Kkarena itu, diperlukan
penafsiran hakim untuk menemukan hukumnya.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi
manusia.’® Putusan hakim seharusnya dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berperkara serta diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat
pada umumnya.** Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan ketidaktahuan
pemohon atas penyakit ejakulasi dini suaminya. Pemohon juga masih dalam
kondisi perawan sehingga dengan mengabulkan permohonan pembatalan
perkawinan ini dapat mengembalikan status pemohon. Hal ini dikarenakan
pembatalan perkawinan mengakibatkan suami maupun isteri dianggap tidak
pernah menikah sebelumnya.’> Untuk melihat sejauh mana putusan ini
memberikan manfaat maka dapat ditinjau dari segi kemaslahatannya.

Maslahat menurut bahasa berarti manfaat.*®

19 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2021), him. 113.

1 bid., him. 115.

2 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan”, Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, (2013), him. 158.

13 Suwarjin, Ushul Figh, (Yogyakarta: Teras, 2012), him. 138.



C.

Berdasarkan kasus di atas, hakim mengabulkan alasan salah sangka
yang diajukan pemohon. Padahal, alasan salah sangka tidak dijelaskan secara
detail dan rinci dalam aturannya. Oleh karena itu, maslahah yang tepat untuk
kasus ini adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan jenis
maslahah yang belum memiliki ketentuan mengaturnya atau melarangnya,
serta dengan mengambilnya maka akan mendatangkan kemaslahatan.™

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang
dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Maslahah
Mursalah Pertimbangan Hakim Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK)”
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini
hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hakim tentang salah sangka sebagai alasan
pembatalan perkawinan pada perkara No.306/Pdt.G/2019 /PA.Yk ?

2. Bagaimana analisis teori maslahah mursalah terhadap pertimbangan
hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.306/Pdt.G/2019

[PA.YK?
Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

*bid., him. 137.



1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penafsiran hakim tentang salah sangka sebagai
alasan pembatalan perkawinan pada perkara No. 306/Pdt.G/2019
IPA.YK.

b. Untuk mengetahui analisis teori maslahah mursalah terhadap
pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.
306/Pdt.G/2019 /PA.YKk.

2. Kegunaan Penelitian
a. Akademis
Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumbangan
pemikiran bagi penulis dalam bidang akademik dan diharapkan bisa
menjadi tambahan sumber referensi dan juga wawasan terkait analisis
pertimbangan hakim menurut teori maslahah mursalah pada perkara
pembatalan perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK).
b. Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai upaya mengembangkan
ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai analisis
pertimbangan hakim pada perkara pembatalan perkawinan karena salah
sangka ditinjau berdasarkan teori maslahah mursalah.
D. Telaah Pustaka
Penelitian yang membahas permasalahan pembatalan perkawinan

khususnya salah sangka telah banyak dilakukan dan dibahas oleh banyak



kalangan terutama kalangan akademisi. Dengan banyaknya penelitian
tersebut, penulis melakukan telaah pustaka guna memahami dan menelaah
tentunya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini
untuk bisa mengetahui tentang gambaran penelitian sebelumnya serta
memastikan bahwa judul yang diangkat oleh penulis belum pernah diteliti
sebelumnya.

Pertama, Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK Tentang Pembatalan Pernikahan
Karena Ejakulasi Dini” yang disusun oleh Kharis Mudakir dkk. Menjelaskan
tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini yang dalam
pertimbangan hakim masuk kategori salah sangka. Isteri baru mengetahui
keadaan suaminya setelah menikah, sehingga hakim mengabulkan
permohonan pembatalan perkawinan dengan berdasarkan pada pasal 72 ayat
(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah pada
argumen penulis bahwa perkara ini sebaiknya diajukan sebagai gugatan
perceraian. Sesuai dengan dasar hukum yang memungkinkan perceraian
ketika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menghambat
mereka dalam menjalankan peran sebagai suami atau isteri sebagaimana
terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan bersama dengan Pasal 19 huruf e Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam.
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada

fokus penelitian. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian



adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori maslahah
mursalah pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran
hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka. *°

Kedua, Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Salah
Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut
Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor
1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)” yang
disusun oleh Artanti Fitria Hassya Andrianata. Fokus penelitian ini adalah
menjelaskan tentang pengaturan hukum pembatalan pernikahan akibat salah
sangka menurut hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembatalan pernikahan akibat salah sangka mengenai pasangan diatur dalam
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.
Salah sangka dalam pembatalan pernikahan terjadi ketika salah satu pihak
dengan sengaja berusaha untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan
maksud menipu pihak lain. Dalam beberapa kasus, seperti yang
terdokumentasikan dalam putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan
Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak, salah sangka ini berhubungan dengan
tindakan penipuan. Penipuan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus-kasus tersebut, majelis hakim
mengabulkan permohonan pemohon karena adanya salah sangka bahkan
penipuan oleh pihak yang dituduh, sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Adapun permasalahannya adalah pada putusan Nomor

® Kharis Mudakir dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.
306/Pd./2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini”, Al-Mawarid, Vol 4
No. 1, (2022).



1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg disebabkan termohon tidak jujur sudah menjalin
hubungan dengan wanita lain sebelum perkawinan dengan pemohon.
Sedangkan, dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak disebabkan oleh
termohon (istri) menutupi kehamilannya sejak awal perkawinan yang sudah
berusia 5 bulan, sedangkan perkawinan dengan termohon baru berjalan 2
bulan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian dan nomor putusan. Pada
penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pertimbangan
hakim dengan menggunakan teori maslahah mursalah pada perkara
pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim terhadap kasus
pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Adapun kasus dalam penelitian
adalah bahwa pemohon tidak mengetahui kehamilan termohon sebelum
menikah, sedangkan penulis meneliti tentang kasus ejakulasi dini. Selain itu,
tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta
dengan nomor putusan 306/Pdt.G/2019/PA.YK. *°

Ketiga, Jurnal berjudul “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama
Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang
Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa”
yang disusun oleh Faishol Hadi Shofia llyana. Fokus penelitian ini adalah
bahwa dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan suami pemohon

dengan isteri kedua karena suami telah melakukan perkawinan tanpa izin istri

'® Artanti Fitria Hassya Andrianata, “Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang
Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis
Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg Dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak),” Skripsi,
Universitas Lampung, 2023.
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pertama serta izin pengadilan Agama. Namun, termohon berdalih bahwa
pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah kadaluwarsa karena
perkawinan tersebut sudah lebih dari 6 bulan. Sehingga, hal tersebut
melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dari penelitian ini
diketahui bahwa Ratio Decidendi hakim mengabulkan permohonan pemohon
sudah sesuai Undang-undang. Hal ini didasarkan pada penafsiran hukum oleh
hakim saat membuat keputusannya. Metode interpretasi menjelaskan makna
teks undang-undang, sehingga dapat diterapkan pada situasi tertentu. Dalam
mengartikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974,
hakim menggunakan pendekatan gramatikal. Hakim menentukan bahwa,
dalam kasus ini pemohon memiliki hak untuk mengajukan pembatalan
perkawinan sejak dia mengetahuinya, bukan sejak perkawinan terjadi antara
termohon dan pemohon. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian dan nomor
putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah
analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori maslahah mursalah
pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim
terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Adapun kasus
dalam penelitian ini adalah poligami tanpa izin istri pertama, sedangkan kasus
yang diteliti penulis adalah ejakulas dini. Adapun tempat penelitian yang
dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan

306/Pdt.G/2019/PA.YK. 7

" Faishol Hadi Shofia Ilyana, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang
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Keempat, Jurnal berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah
Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl)” yang
disusun oleh Marcelino Valentin. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan
tentang penafsiran hakim terhadap alasan salah sangka untuk mengabulkan
pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh sang istri akibat adanya salah
sangka mengenai suaminya. Diketahui bahwa sebelum perkawinan sang istri
tidak mengetahui kelainan seksual yang dialami oleh sang suami sehingga
sang istri hanya mengetahui bahwa suaminya adalah laki-laki normal pada
mulanya. Namun, setelah perkawinan dilakukan baru diketahui oleh sang istri
bahwa sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis dan juga penyuka
lawan jenis atau lebih dikenal dengan sebutan biseksual. Kemudian, apabila
dilihat menggunakan argumentum per analogiam atau yang lebih dikenal
dengan metode analogi dalam putusan itu, maka apabila salah satu pasangan
menyukai sesama  jenis  seperti dalam  kasus putusan  Nomor
981/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana sang suami adalah seorang penyuka sesama
jenis atau lebih dikenal dengan sebutan gay dan keadaan gay tersebut baru
diketahui sang istri ketika setelah berlangsungnya perkawinan diantara
mereka maka hal tersebut juga termasuk ke dalam salah sangka yang tertera
di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat

dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan
yang Melampaui Batas Kedaluwarsa”, SAKINA, Vol. 1 No. 3, (2020).
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penelitian dan nomor putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus
penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori
maslahah mursalah pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana
penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka.
Adapun kasus yang dibahas adalah tentang suami yang gay, sedangkan
penelitian penulis adalah ejakulasi dini. Selain itu, tempat penelitian yang
dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan
306/Pdt.G/2019/PA.YK.*®

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian
penulis belum pernah diteliti sebelumnya.
Kerangka Teori
1. Teori Law as Interpretation

Dworkin menyatakan bahwa hukum merupakan interpretasi.'®
Interpretasi dan ilmu merupakan satu kesatuan untuk mencari kebenaran.
Ahli hukum menafsirkan kontrak, wasiat, undang-undang, rangkaian
putusan pengadilan, demokrasi, dan konstitusi untuk mengetahui sejauh
mana metode pemahamannya. Interpretasi merupakan salah satu dari

wilayah besar ilmu pengetahuan yang merupakan satu kesatuan dengan

ilmu pengetahuan untuk menemukan pemahaman.®

8 Marcelino Valentin dan Gunawan Djajaputra, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan

Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul
Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl),” Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2, (2021).

9 Robert Westmoreland, “Dworkin and Legal Pragmatism,” Oxford Journal of Legal

Studies, Vol. 11, No. 2, (1991), him. 174.

0 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum (Teori dan Metode), him. 34.
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Pemahaman yang tepat suatu teks hukum akan berdampak pada
pelaksanaan hukum yang tepat. Sebaliknya, pemahaman tidak tepat pada
hukum dapat mengakibatkan pelaksanaan hukum yang tidak tepat pula.
Kuncinya adalah bahwa dalam interpretasi, pemahaman merupakan tujuan
interpretasi.?

Menurut Dworkin, kekosongan hukum itu tidak ada.?> Hal ini
dikarenakan hukum merupakan sesuatu yang eksis dalam bentuk prinsip
dan kebijaksanaannya. Hukum merupakan sesuatu yang tersembunyi dan
pada saatnya akan digunakan diwaktu yang tepat. Penafsir hukum berperan
untuk mencari hukumnya, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan
hukumnya.?®

Pada penelitian ini, hakim menggunakan metode penafsiran hukum
untuk memutuskan hukumnya. Metode penafsiran yang digunakan adalah
argumentum per analogiam dengan menerapkan hak khiyar pada jual beli
yang tidak memuaskan serta merugikan penjual maupun pembeli dengan
akad yang telah dilakukan. Hakim mempertimbangkan pendapat Ibnu
Qayyim dalam kitab Zadul Ma’ad yang menyatakan bahwa hak khiyar
untuk membatalkan perkawinan lebih dihargai daripada pengajuan syarat

dalam jual beli. Dalam jual beli diberikan ketentuan untuk meneruskan

# Ibid., him. 35.
22 Robert Westmoreland, “Dworkin and Legal Pragmatism,” hlm. 174.

% Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum (Teori dan Metode), him. 37.
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ataupun membatalkan akad tersebut, maka dalam perkawinan seharusnya
demikian.?*

Peraturan hukum di Indonesia, tidak memberikan penjelasan secara
detail dan pasti terhadap apa saja yang termasuk ke dalam unsur salah
sangka ini.*® Kasus di atas, dapat dilihat bahwa permohonan pembatalan
perkawinan adalah karena keidaktahuan pemohon tentang kelainan seksual
termohon berupa ejakulasi dini yang tidak diungkapkan termohon sebelum
perkawinan berlangsung. Berdasarkan ketidaktahuan pemohon, hakim
menjadikan kelainan seksual berupa ejakulasi dini ini masuk ke dalam
unsur salah sangka yang membolehkan untuk dibatalkan perkawinannya.
Melalui teori law as interpretation, dapat diketahui bagaimana penafsiran
hakim dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan ini.

2. Maslahah Mursalah

Untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim dapat
memberikan manfaat dengan adanya putusan pembatalan perkawinan
alasan ejakulasi dini termohon yang masuk dalam kategori salah sangka,
pada penelitian ini penulis menggunakan teori maslahah mursalah.

Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini
menganalogikan adanya khiyar dalam pembatalan perkawinan yang
memiliki tenggat pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 bulan sejak

diketahuinya. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

** putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK.

% Artanti Fitria Hassya Andrianata, “Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan
dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 12, No. 1,
2023, him. 5.
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tersebut adalah didasarkan oleh pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul
Ma’ad yang artinya “Bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu
pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan
nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan
adanya hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad).
dan hak khiyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar
dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat nikah lebih dihargai
dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak
pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu (Zadul Ma’ad,
5/163).7%

Kajian maslahah mursalah dewasa ini menjadi pendekatan untuk
mengungkap perkembangan hukum keluarga Islam yang bersifat dinamis
di Indonesia, sehingga dalam prosesnya selalu ada permasalahan hukum
yang baru. Dengan teori maslahah mursalah maka dapat diambil hikmah
dari perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, untuk dapat
diketahui bahwa tujuan dari semua hukum harus berlandaskan pada
kemaslahatan.?’

Maslahah mursalah dalam syari’at Islam menempati posisi yang

sangat penting karena syari’at diturunkan Allah SWT kepada manusia

% |bnu Qayyim, Zadul Ma’ad, V: 163.

2" Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep
Maslahah terhadap perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia), (Yogyakarta:
Deepublish, 2023), him. 226.
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dengan tujuan kemaslahatan dan kebaikan hidup.”® Maslahah mursalah
dapat dijadikan sebagai hujjah pertimbangan dalam berijtihad. Akan tetapi,
Ulama telah sepakat bahwa maslahah mursalah hanya berlaku dalam
bidang muamalah saja, tidak dalam bidang ibadah, sebagian yang lain juga
tidak dibenarkan dalam hudud (hukum pidana Islam) dan mugaddarat (hal-
hal yang ketentuan kadar dan ukurannya sudah dijelaskan oleh syara’)
seperti waris, kafarat dan iddah.*

Dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah, para ulama
bersikap sangat hati-hati. Dalam pembentukan hukumnya tidak
berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi. Berdasarkan hal tersebut,
maka Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya menyebutkan syarat-syarat
maslahah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:*°
a. Perkara yang dianggap maslahat harus maslahat hakiki, yaitu yang

benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan.

Sehingga, tidak hanya berupa dugaan yang tidak mempertimbangkan

akibat negatif yang ditimbulkan.

b. Perkara yang dianggap maslahat itu adalah sesuatu yang
kepentingannya untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan

individu.

% Ali Mutakin, “Implementasi Maslahah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan”,
Kordinat, Vol. XVII No. 2, (2018), him. 326.

2 1bid., him. 340.

% Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, alih bahasa Moh. Zuhri, cet. ke-2
(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), him. 145-146.



17

c. Perkara yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’.

Maslahah mursalah menjelaskan bahwa terhadap sesuatu yang baru
dan tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Qur’an maupun Hadis
dapat dibuat suatu aturan yang berorientasi pada nilai kemaslahatan untuk
mencegah kemadharatan. Untuk menilai apakah suatu hukum diterapkan
mengandung unsur kemaslahatan, maka menurut para ahli teori hukum
Islam harus ada tiga kriteria. Pertama, kemaslahatan itu bersifat universal.
Kedua, kemaslahatan bersifat pasti. Ketiga, kemaslahatan bersifat esensial.
Dalam analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa syari’at Islam adalah
mendatangkan maslahat dan mencegah kemadharatan.*

Aturan tentang alasan pembatalan perkawinan karena salah sangka
tidak dijelaskan secara detail tentang apa saja yang masuk dalam unsur
salah sangka. Pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini ini perlu dikaji
lebih lanjut tentang kemanfaatan dari dikabulkannya permohonan tersebut.
Hal ini penting mengingat dalam membuat suatu hukum harus lebih hati-
hati serta tidak boleh didasarkan pada dugaan saja, sehingga tidak
mempertimbangkan dampak negatifnya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan hal utama bagi seorang peneliti untuk

mencapai hasil yang diinginkan, yang hal itu dilakukan setelah peneliti

81 Ali Mutakin, “Implementasi Maslahah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan”, him.
344,
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melakukan pertimbangan kelayakan yang dilihat dari tujuan situasi peneliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri
sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku,
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.*> Sumber informasi
penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta, diperuntukan
memperoleh informasi dan data yang berhubungan dengan dikabulkannya
permohonan pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini pada nomor
perkara 306/Pdt.G/2019/PA.YK. Selain itu, sumber lain dalam penelitian
ini adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang kaitanya dengan
penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris
(empirical research) yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data
seperti wawancara.® Data yang digunakan adalah wawancara dengan
hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat bagaimana putusan
tersebut dikabulkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-

analitik yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang

ketentuannya dilaksanakan berkaitan dengan teori-teori hukum yang

%2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika), him. 107.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 43.
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berlaku sehingga dapat dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang
bersifat umum.** Dengan kata lain, penelitian deskriptif - analitik adalah
mengambil suatu pemasalahan untuk kemudian diolah dan dianalisis,
sehingga dapat diambil untuk memperoleh kesimpulannya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan ejakulasi dini yang
menjadi sebab pembatalan perkawinan.
. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus pembatalan perkawinan ini
menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini adalah mengacu
pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. * Oleh karena itu, dikatakan pada penelitian hukum
normatif mempunyai cakupan yang luas mengenai akibat dari ketentuan
undang-undang yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk
mengkaji pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini dengan analisis
maslahah mursalah pada putusan No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK. Untuk
diketahui sejauh mana putusan tersebut memberikan manfaat bagi para
pihak dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana hakim menjadikan

penyakit ejakulasi dini suami masuk ke dalam alasan salah sangka, yang

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika), him. 105.

* 1bid.
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dalam aturannya tidak dijelaskan secara rinci terkait dalam hal apa
permohonan tersebut masuk alasan salah sangka.
4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini adalah berkas
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK
dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku, penelitian,
dan dokumen yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena
ejakulasi dini yang menjadi hal yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah
dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan melihat dan
melakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.*
Berkas putusan perkara Pengadilan Agama Yogyakarta nomor
306/Pdt.G/2019/PA.YK dan wawancara Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta adalah dokumen putusan yang secara langsung
memaparkan data dari sumber penelitian yang menjadi acuan bagi
penulis serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian ini.

% Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika,

2019), him. 133,
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6. Analisis Data

Pembahasan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif terhadap
data primer dan data sekunder. Adapun deskripsinya meliputi isi dan
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis
untuk mengetahui makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam
objek kajian untuk diselesaikan permasalahannya.’’” Dalam hal ini
mendeskripsikan bagaimana perkara nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK
tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini yang dikabulkan oleh
hakim atas dasar pertimbangan telah memenuhi unsur salah sangka
melalui teori maslahah mursalah. Metode analisis yang digunakan adalah
metode deduktif, yaitu suatu metode dengan mengaitkan teori law as
interpretation dan maslahah mursalah untuk menganalisis dari hal yang
bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang

bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini
dibagi menjadi lima bab beserta lampirannya sebagai berikut:

Bab | pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang
penelitian, permasalahan pokok yang kemudian akan diteliti berupa rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang didalamnya
menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa

penelitian yang akan disusun belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka

377ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-9, him 107.
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teori yang di dalamnya menjelaskan teori yang akan digunakan untuk
menganalisa persoalan yang akan diteliti, metode penelitian yang di dalamnya
terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data
penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta pada poin
terakhir ada sistematika pembahasan ini.

Bab Il berisi gambaran atau tinjauan umum tentang pembatalan
perkawinan. Pada bab ini merupakan pembahasan yang penulis bagi dalam 3
(tiga) sub tema. Sub tema pertama membahas tentang pengertian dan
pengaturan pembatalan perkawinan, sub tema kedua membahas tentang
pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, dan sub tema ketiga
membahas pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan Kompilasi
Hukum Islam.

Bab IlIl mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan karena
ejakulasi dini suami sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK dengan menjelaskan alasan
permohonan pembatalan perkawinan, fakta-fakta persidangan, pertimbangan
hukumnya, dan amar putusan.

Bab IV berisikan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK. Pada bab ini penulis mencoba
menganalisa perkara pembatan perkawinan ini dengan fakta-fakta yang ada
menggunakan kerangka teoritik dan metode penelitian. Dalam analisis ini,
penulis mencoba menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan oleh

penulis. Yaitu mengenai bagaimana analisis maslahah mursalah
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pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena
ejakulasi dini pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
306/Pdt.G/2019/PA.Yk serta bagaimana penafsiran hukum Hakim dalam
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019 /PA.Yk
tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini.

Bab V berisikan penutup yang berisi kesimpulan yang di dalamnya
terdapat hasil dari analisis penulis serta saran dalam pembahasan skripsi ini
yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas peradilan yang

baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor
306/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pembatalan perkawinan karena termohon
mengalami ejakulasi dini, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Penafsiran hakim dalam pasal salah sangka pada kasus pembatalan
perkawinan karena ejakulasi dini sebagaimana terdapat dalam putusan
nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk adalah mendasarkan pada dalil yang
menyatakan bahwa suami tidak mampu sama sekali melakukan hubungan
seksual. Dalam putusan tersebut, penyakit yang diderita oleh suami adalah
ejakulasi dini yang merupakan penyakit ketidakmampuan suami untuk
melakukan hubungan seksual secara normal. Berdasarkan hal tersebut,
hakim dalam menafsirkan salah sangka tidak sesuai antara penyakit yang
diderita suami dan dalil yang digunakan. Hakim juga tidak menggunakan
bukti medis, sehingga penyakit suami yang dijadikan dasar permohonan
tidak terbukti dengan kuat. Ejakulasi dini kurang tepat dimasukan ke
dalam kategori salah sangka, namun lebih tepat dikategorikan ke dalam
perceraian.

2. Berdasarkan analisis maslahah mursalah terhadap putusan nomor
306/Pdt.G/2019/PA.Yk, putusan hakim belum sejalan dengan maslahah
mursalah. Putusan tersebut tidak memenuhi kedua persyaratan maslahah

mursalah yakni tidak didasarkan pada kepentingan umum dan dalil yang

68
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digunakan dalam kasus ini kurang tepat. Adapun tidak didasarkan pada
kepentingan umum yakni dikarenakan putusan tersebut tidak
menggunakan pembuktian yang kuat dipersidangan, padahal suatu putusan
harus didasarkan pada pembuktian yang kuat mengingat putusan hakim
dapat dijadikan rujukan untuk kepentingan banyak pihak. Dalil yang
digunakan dalam putusan tersebut juga kurang tepat, karena dalil tersebut
untuk penyakit yang menjadikan suami sama sekali tidak mampu
melakukan hubungan seksual, sedangkan ejakulasi dini tidak menjadikan

suami sama sekali tidak mampu melakukan hubungan seksual.

B. Saran
Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

penulis berikan adalah:

1. Diharapkan bagi hakim dalam memutuskan perkara mampu menggunakan
pembuktian yang kuat. Terlebih dalam kasus yang menjadikan pembuktian
ilmiah sebagai alasan permohonannya, maka hakim harus mengedepankan
pembuktian ilmiah dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut, hakim

dalam putusannya mampu memberikan kemaslahatan.

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mampu menyempurnakan
penelitian ini melalui berbagai analisis yang tidak hanya terpaku pada teori
maslahah mursalah dan penafsiran hukum. Tetapi, juga mengintegrasikan
pendekatan dari berbagai teori lain seperti teori psikologis dan sosiologi,

guna memperkaya pemahaman akan penelitian ini.
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